BABII
TEORI TENTANGJARIMAH TA ZIR
A. Pengertian Jarimah Ta’zir
Jarimah Ta’zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi
‘azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti
menguatkan, memuliakan, membantu.' Hal ini seperti dalam firman Allah

Swt. dalam Surah Al-Fath Ayat 9 :
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Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih
kepada-Nya di waktu pagi dan petang.’

Menurut istilah, fa’zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:
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Artinya: fa’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan

dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh

3
syara’.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta’zir yang mirip dengan definisi

Al-Mawardi:
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'Djazuli, FighJinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 164.

2Departement Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, 838.

*Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Dar Al-Fikr: Beirut, 1966),
236.
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Artinya: ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas
perbuatan maksiat atau jinayahyang tidak dikenakan hukuman
had dan tidak pula kifarat*

Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta’zir menurut

syara’ sebagai berikut:

Artinya: fa’zir menurut syara’ adalah hukuman pendidikan yang tidak
mencapai hukum had syar’i.’

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa
ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Di kalangan fuqaha, jarimah-
Jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan
dengan jarimah ta’zir. Jadi, istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman
dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana ). Dari definisi tersebut, juga
dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan
maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.
Dengan demikian, inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat.
Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan
yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).°

Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan
(dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadi diperkenankan untuk

mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun

*Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-islami wa Adillatuhu Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.
*Ibrahim Unais, A/-Mu’jam Al-Wasith Juz II, (Dar Thya’ At-Turats Al-Arabi), 598.
® Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
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kadarnya. Misalnya, untuk penetapan hukuman maka yang berwenang
adalah badab legislatif (DPR), sedang yang berwenang untuk
melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.’

Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan untuk dipertimbangkan
baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk
hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan
khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial
dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada
keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis
tindak pidana yang dapat ditujukan dalam undang-undang. Pelanggaran
yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu
kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman
masyarakat.®

Pada dasarnya, jarimah ta’zir ini bukanlah sesuatu yang dilarang
sejak awalnya. Hanya karena kepentingan umumlah yang menyebabkan
perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang pada suatu masa
atau suatu tempat. Contoh jarimah ini adalah peraturan lalu lintas yang
mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm. Jika
pengendara tidak memakai helm, maka perbuatan tersebut dianggap
pelanggaran, dan penguasa berhak memberikan sanksi atas pelanggaran

tersebut.’

’Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.
® Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 14.
°Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 125.
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Asal mula disyariatkan hukuman ¢a’zir secara umum ada 3 hadits

yang menjelaskan eksistensi ta’zir dalam syariat islam. Penjelasannya

sebagai berikut:"

a. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan

tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses
penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut
melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi
perbuatan tindak pidana.

Hadits kedua menjelaskan tentang batas hukuman fa’zir yang tidak
boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya
dengan Audud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang
termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta’zir.
Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah
_bua’Ed adalah zina, gadzf, meminum khamr, pemberontakan, murtad,
pencurian, dan perampokan. Adapun jarimah gisas-diyat terdiri atas
pembunuhan dan penganiyaan. Selain dari jarimah-jarimah yangsudah
disebutkan termasuk ke dalam jarimah ta’zir. Meskipun demikian,
tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai liwath

(homoseksual atau lesbian).

'Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 141.
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c. Hadits ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ¢a’zir
yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku
dan hal lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa syariat berlandaskan pada prinsip
meraih kemaslahatan dan meminimalisir kerusakan. Karena itulah
disyariatkan ta’zir terhadap pelanggaran—pelanggaran yang tidak
ditentukan hukumannya dan tidak ada gishashnya untuk merealisasikan
tujuan tersebut, dan untuk mengaplikasikan semboyan amar ma’ruf dan
nahi munkar.'' Beberapa contoh, disebutkan dalam sunnah Nabi SAW:

a. Perintah Nabi SAW untuk memukul anak-anak setelah berusia
sepuluh tahun bila mereka meninggalkan sholat.

b. Keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah mereka yang tidak
mengikuti shalat berjamaah.

c. Tindakan beliau SAW membakar pelana yang disembunyikan dari
antara harta rampasan perang (untuk diambil).

d. Perintah beliau SAW untuk memotong kepala patung agar
menjadi seperti pohon dan memotong tirai lalu dijadikan bantal.

e. Perintah beliau SAW untuk memecahkan gentong-gentong
khamer dan merobek kantong-kantongnya.

f. Perintah beliau SAW kepada Abdullah bin Umar untuk membakar

dua pakaian yang dicelup warna kuning.

" Abu Malik Kamal, Shahih Figih Sunnah jilid 5, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 263.
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g. Dilipatgandakannya denda terhadap orang yang mencuri dari
selain tempat penyimpanan, orang yang mencuri buah-buahan tapi
tidak sampai nishab dan orang yang menyembunyikan ternak yang
sesat.

h. Perintah beliau SAW untuk mengambil separuh harta orang yang
menolak membayar zakat

i. Tindakan beliau SAW menahan sejumlah orang karena tuduhan .

Maksudnya, Nabi SAW telah memberlakukan ¢a’zir terhadap orang

yang melakukan kesalahan, dan mensyariatkan kepada para sahabat dan

para khalifahnya untuk melaksanakannya. Beliau bersabda:

“(Seseorang) tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali pada
salah satu di antara hukuman-hukuman (yang telah ditentukan) Allah™'?

Sepeninggal beliau SAW, para khalifah telah memberlakukan ta’zir
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikenai hukuman tertentu
dan tidak pula gisas. Atsar-atsar yang bersumber dari mereka sangat
banyak, sebagiannya akan dikemukakan pada pembahasannya.
Diantaranya, atsar yang bersumber dari Ali, tentang seseorang yang
mengatakan kepada oran lain, “Hai orang yang keji, hai fasik!” Ali
berkata, “tidak ada hukuman tertentu untuknya, tapi hakim berwenang

menetapkan hukuman ¢ zir sesuai pandangannya.”"

?Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim
P 1bid., 264
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C. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi 72 zir

Tujuan dari diberlakukannya sanksi 7a ’zir, yaitu sebagai berikut:'*

a.

Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum
melakukan jarimah.

Represif (membuat pelaku jarimah). Dimaksudkan agar pelaku
tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.

Kuratif (islah). 7 ’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku
terpidana dikemudian hari.

Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya
kearah yang lebih baik.

Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap

Jjarimah ta’zir; tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari

yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan

untuk memilih hukuman yang mana yang sesuai.Maka hukuman-

hukuman didalam jarimah ta’zir tidak ditentukan jarimah-jarimah ta’zir

tidak di batasi sebagaimana keadaan jarimah had, jarimah gisas dan

diyat."” Ta’zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan.

Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki

maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun

muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu

pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan,

“Nurul Irfan dan Masyrofah,Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 142.
Y Abdul Qadir Audah, A¢-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islami jilid 1, (Beirut: Dar Al-kitab Al-A’rabi), 69.
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ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi fa’zir agar tidak mengulangi
perbuatannya.'®
D. Macam-Macam Jarimah Ta’zir
Dalam uraian yang telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar,
Jjarimah ta’zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:'’
1. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah;
2. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu.
Dari segi sifatnya, jarimah ta’zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:'®

a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat;

b. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan
umum;

c. Ta’zir karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), fa’zir juga
dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:'

1) Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau gisas, tetapi
syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian
yanga tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

2) Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi
hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran

dan timbangan.

" Ibid.,, 143

Y Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

' Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 68.
*Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.
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3) Jarimah ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh
syara’.
Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti
pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.
Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada beberapa
bagian, yaitu:*’
1) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan;
2) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan;
3) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak;
4) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta;
5) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
6) Jarimah ta’zir yang berkaitan den gan keamanan umum.
1. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Pembunuhan
Menurut Imam Malik mewajibkan agar seorang pembunuh di
hukum ¢a’zir. Tatkala tercegah dari gishash atau gugurnya dari gishash
satu sebab dari sebab-sebab yang lain kecuali gugurnya ta’zir karena
sebab kematian sama saja diatnya tetap atau gugur, dan beliau
memandang hukumannya di tahan selama satu tahun dan dicambuk
seratus kali dan sisa para imam tidak memandang demikian. Mereka

mengatakan “sesungguhnya ini hak Allah yaitu hak untuk jarimah

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.
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sesudah gugurnya gisas dan ta’zir itu memberi pelajaran bagi seorang
pembunuh yang kembali manfaatnya bagi manusia secara keseluruhan”.?!
Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman
mati (gisas) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diyat. Apabila
hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan
hukuman ¢a’zir apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Kasus lain yang
berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan fa’zir adalah
percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan
kepada maksiat.**
2. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Pelukaan
Menurut Imam Malik, hukuman ¢a’zir dapat digabungkan dengan
qishash dalam jarimah pelukaan, karena g¢isas merupakan hak adami,
sedangkan fa’zir sebagai imbalan atas hak masyarakat.Di samping itu,
ta’zir juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila gisasnya
dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang
dibenarkan oleh syara’.**
Menurut mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali, ta’zir juga dapat

dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelukaan dengan berulang-

ulang, di samping dikenakan hukuman gisas.

“'Abdul Qadir Audah, At-T. asyri’ Al-Jinaiy Al-Islami Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-
A’rabi),183.

**Djazuli, FighJinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 170.

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256.
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3. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan
dan Kerusakan Akhlak

Jarimah ta’zir macam yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah
zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang
diancam dengan ta’zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat
untuk dikenakan hukuman Aad, atau terdapat syubhat dalam pelakunya,
perbuataanya, atau tempat (objeknya). Demikian pula kasus perbuatan
zina dan kasus perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba,
berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa
hubungan seksual, dan sebagainya.”*

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada fa’zir adalah apabila
orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut
para ulama adalah berakal, baligh, islam, dan ‘iffah (bersih) dari zina.
Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia termasuk
ghairu muhsan. Termasuk juga kepada ta’zir, penuduhan terhadap
sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa
menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan
kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifa termasuk kepada
ta’zir, bukan hudud >

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada

penghinaan dan statusnya termasuk kepada fa’zir, seperti tuduhan

24 .

1bid,. 256.

»®Abdul Qadir Audah, At-T: asyri’ Al-Jinaiy Al-Islami jilid 1, (Beirut: Dar Al-kitab Al-
A’rabi),466.
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mencuri, tuduhan mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-panggilan
seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya
termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman ¢a’zir.

4. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan
perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah
dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila
syarat untuk dikenakannya hukuman Ahad tidak terpenuhimaka pelaku
tidak dikenakan hukuman Aad, melainkan hukuman ta’zir. Jarimah yang
termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan,
pencurian yang tidak mencapai batas nishab, meng-ghasab, dan perjudian.
Termasuk juga ke dalam kelompok fa’zir, pencurian karena adanya
syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.*

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga
termasuk fa’zir. Demikian pula apabila terhadap syubhat baik dalam
pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan di mana
salah seorang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur atau
perempuan menurut Hanafiyah.

5. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu
Jarimah Ta’zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain

seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar)

26 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),257.
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depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi

orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

6. Jarimah Tazir yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Umum

Jarimah ta’zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai

berikut:>’

. Jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti

spionase dan percobaan kudeta;

. Suap;

. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam

menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk
mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam
memutuskan suatu perkara;

Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat;

. Melawan petugas pemerintah dan membakang terhadap peraturan,

seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan
menganiaya polisi;

Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat);

. Pemalsuan tanda tangan dan stempel;

. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-

bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan

harga dengan semena-mena.

% Ibid,.258.
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Macam-macam jarimah ta’zir tidak hanya terbatas pada macam-
macam tindak pidana di atas. 7a’zir sangat luas dan eclastis, sechingga
perbuatan apapun (selain Audud dan jinayah) yang menyebabkan
pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap
masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai
kejahatan ta’zir.

Dalam menetapkan jarimah ta’zir, prinsip utama yang menjadi
acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap
anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Di samping itu,
penegakkan jarimah ta’zirharus sesuai dengan prinsip syar’i (nash).”®

E. Bentuk Hukuman Jarimah Ta’zir

Dalam uraian lalu yang telah dikemukakan bahwa hukuman ¢a’zir adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil amri
untuk menetapkannya. Jarimah ta’zir penentuan hukumnya didasarkan pada
ijma’ berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi
dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan
kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu
atau masyarakat secara keselurahan.”

Hukuman dalam jarimah ta’zirtidak ditentukan ukurannya atau kadarnya,
artinya untuk menetukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya

kepada hakim (penguasa).”” Dengan demikian hukuman ta’zir ini jenisnya

*Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 14.
29Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 23.
**Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.
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beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat
kelompok, yaitu sebagai berikut:*'
1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid

(dera).

a. Hukuman mati untuk jarimah ta’zir, hanya dilaksanakan dalam
Jjarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-
syarat sebagai berikut: bila pelaku adalah residivis yang tidak
mempan oleh hukuman-hukuman Audud selain hukuman mati dan
harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap
masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di
muka bumi.”

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan
hukuman mati sebagai ¢a’zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada
yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang
mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik.
Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi,
karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum,
karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.™

b. Hukuman jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam

syari’at islam untuk jarimah-jarimah ta’zir tidak tertentu

3! Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

**Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia),
595.

33 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.
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jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah ta’zir yang berbahaya

hukuman jilid lebih di utamakan. Sebab-sebab diutamakan

hukuman tersebut yaitu:**

1. Lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang
penjahatyang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.

2. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan
batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang
terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan
pembuat

3. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan
keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha
pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab
hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika itu pembuat bisa
bebas,

4. Dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-
akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak serta kesehatan
dan membiasakan ngannggur dan bermalas-malasan.

Hukuman Jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan
membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi
sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi

pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu, pendapat

** Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 305.
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yang mengatakan bahwa sasaran jilid dalam ¢a’zir adalah bagian

punggung tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.*

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti

hukuman penjara dan pengangsingan.

a. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian ,

yaitu:36

a)

b)

Hukuman penjara terbatas, bahwa tidak ada batas tertinggi
yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman
penjara sebagai fa’zir, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad
hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah,
pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.
Adapun batas terendah hukuman penjara sebagai ta’zir
juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut
sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas terendah
hukuman penjara adalah satu hari.
Hukuman penjara tidak terbatas, tidak dibatasi waktunya
melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum
mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut
hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur
hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya,
misalnya seorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh

orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain

35 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),261.

3 Ibid., 262
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kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Apabila
orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan

hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati di penjara).

b. Hukuman pengangsingan

Hukuman pengangsingan ini adalah kekhawatiran para
ulama akan tersebarnya pengaruh si pelaku kepada orang lain
sehingga a harus dibuang ke luar daerah. Dalam istilah keseharian,
hukuman ini mirip dengan pesona nongrata, orang yang dianggap
tidak boleh berada dalam satu wilayah tertentu. Cuma saja istilah
ini lebih ditujukan bagi orang asing yang melakkan suatu
kejahatan di negara lain.>’

Hukuman Pengangsingan ini dijatuhkan kepada pelaku
Jjarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain
sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk
menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Masa pengangsingan
bisa lebih dari satu tahun, sebab pengangsingan disini merupakan
hukuman fa’zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak
mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada

pertimbanagan penguasa (hakim).*®

3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda,

penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.

*’Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) ,164.
3% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),264.
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a. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri
sendiri. Syariat islam tidak menetapkan batas minimal atau
maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan
bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan
kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan
kesempurnaannya.>’

Ta’zir berupa denda harta di bolehkan oleh madzab Malik,
Syafi’i, dan Ahmad dengan perbedaan perincian. Alasan mereka
bahwa ini sejalan dengan ketetapan-ketetapan Nabi SAW,
seperti:40
1. Dibolehkannya merampas hasil buruan yang berburu di tanah

suci Madinah.

2. Dilipatgandakannya denda terhadap orang yang mencuri buah
yang masih tergantung di pohonnya sebelum dimasukkan
ketempat penyimpanan.

3. Dilipatgandakannya denda  terhadap orang yang
menyembunyikan ternak yang sesat.

4. Mengambil separuh harta orang yang menolak membayar

zakat.

**Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 159.
** Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah jilid 5, (Jakarta: Pustaka At-
Tazkia, 2006), 271.
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b. Penyitaan atau perampasan harta hukuman ini diperselisihkan oleh
fugaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk
mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan
tersebut adalah sebagai berikut:*'

a) Harta yang diperoleh dengan cara yang halal.

b) Harta yang digunakan sesuai dengan fungsinya.

¢) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.
Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, wu/i/ amri berhak
menerapakan hukuman ta’zir berupa penyitaan atau
perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah
dilakukan.

c. Penghancuran barang

Penghancuran barang sebagai hukuman fa’zir berlaku
untuk  barang-barang yang  mengandung  kemungkaran.
Penghancuran barang ini tidak selamanya dan dalam kondisi
tertentu boleh dibiarkan aatau disedekahkan. Atas dasar pemikiran
ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan
menggunakan istihsan, membolehkan penghancuran atas makanan
yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada
fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampuri air.

Penghancuran kemungkaran berupa benda, hanya bila

benda tersebut menyebabkan kerusakan di tempatnya, bukan

“"Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 160.
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berarti wajib menghancurkan secara mutlak.** Dengan demikian
dua kepentingan dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran
sebagai hukuman dan memberikan manfaat bagi orang miskin,
bisa juga untuk tawanan perang.*
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh wulil amri demi
kemaslahatan umum.

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat
hukuman-hukuman fa’zir yang lain. Hukuman-hukuman tersebut
adalah sebagai berikut:**

a. Peringatan keras, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan
dengan mengutus seorang  kepercayaan  hakim  yang
menyampaikannya kepada pelaku. Peringatan keras macam ini
dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika
pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan. Hal itu dilakukan
karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku tidak terlalu bahaya.*

b. Dihadirkan di hadapan sidang, apabila pelaku membandel atau
perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil
kehadapan sidang untuk diberi peringatan keras. Pemanggilan

pelaku ke depan sidang pengadilan ditambah peringatan keras

* Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah jilid 5, (Jakarta: Pustaka At-
Tazkia, 2006), 271.

“Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015),158.

* Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 268.

* Ibid,. 268.
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yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertentu
sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian
orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja
hijau.

Nasihat, hukum nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan
dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang
diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tidak
pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Di
samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup
sebagai pelajaran bagi pelaku semacam itu. Apabila menurut
keyakinan hakim hukuman tersebut tidak dapat menjerakan
mereka atau pelaku memang sudah berulang kali melakukan
Jjarimah maka hakm dapat menjatuhkan hukuman lain yang sesuai
dengan perbuatannya.*®

Celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan
muka  dari  hadapan  terdakwa  yang  menunjukkan
ketidaksenangnya, atau memandangnya dengan muka yang masam
dan senyuman sinis seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar.
Ringkasnya hukuman celaaan ini bisa dilakukan oleh hakim
dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang dikehendakinya
yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana

yang pernah dilakukannya.

*8 1bid,. 269.
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Pengucilan, hukuman ¢a’zir berupa pengucilan ini diberlakukan
apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi
masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka
hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing
anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat
lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak
diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa
dilaksanakan dengan efektif.

Pemecatan, hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala
macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok,
hukuman tambahan, maupun hukuman pelengkap dalam hal
pelaku dijatuhi pemecatan sebagai hukuman pokok, tidak ada
hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini pernah
dilakukan oleh Nabi yang memecat oleh seorang petugas dari
jabatannya.

Pengumuman kesalahan secara terbuka (A¢-Tasyhir), tujuan
diadakannya hukuman tasyhir (pengumuman kejahatan) adalah
agar orang yang bersangkutan (pelaku) menjadi jera, dan agar
orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi sanksi ini
memiliki daya represif dan preventif. Jarimah -jarimah yang bisa
dikenakan hukuman (fasyhir) antara lain seperti: saksi palsu,

pencurian, kerusakan akhlak, kesewenang-wenangan hakim dan
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menjual barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai dan

babi."’
5. Kaftarat

Kaftarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan
untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancamkan
atas perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’ karena perbuatan itu
sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat. Sanksi ini
pada dasarnya merupakan sanksi yang bersifat ibadah. Jadi, ruang
lingkup kaffarat adalah antara hukuman dan pengabdian kepada
khalik. Oleh karena itu, hukuman ini dapat disebut denagn hukuman
ibadah.*

Menurut islam perbuatan maksiat terbagi dalam tiga bagian:*

1. Perbuatan yang dijatuhi hukuman Aad, seperti pembunuhan,
perzinaan, dan lain-lainnya. Terhadap perbuatan tersebut, kadang-
kadang dikenai hukuman kaffarat, seperti pembunuhan tidak
sengaja dan semi sengaja. Kadangkala dikenakan juga hukuman
ta’zir apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum walaupun
hukuman pokoknya adalah hukuman Aad.

2. Perbuatan maksiat hanya dikenakan hukuman kaffarat. Perbuatan
yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah merusak puasa
dengan hubungan seks, merusak ihram, merusak atau melanggar

* Ibid,272.

**Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) ,1609.

* 1bid,. 170.
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sumpah, menzihar istri, dan bersetubuh dengan istri yang sedang

haid. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat yang

dikenakan kaffarat.

3. Maksiat yang luput dari hukuman Aad maupun kaftarat. Terhadap
perbuatan ini, para ulama sepakat untuk memberikan sanksi ta’zir
bagi pelakunya.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kelompok ini
ditujukkan baik oleh AI-Qur’an maupun Hadits Nabi. Perbuatan-
perbuatan tersebut dianggap jarimah, namun tidak disertai
hukumannya sehingga hukuman yang dijatuhkan bagi si mujrim
adalah hukuman ta’zir. Tentang berapa besarnya hukuman karena
sanksi ini bergantung kepada kebijaksanaan penguasa yang tentu saja
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.*”

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan
untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan ¢a’zir adalah pihak
pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, orang tua
dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya.
Ketentuan dimaksud, perbuatan yang yang dilakukan oleh guru, orang tua,
suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik,
bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.”’

Penerapan dan pemberlakuan bentuk-bentuk hukuman jarimah ta’zir

tersebut secara benar tanpa memberi ruang sedikit pun kepada praktik—praktik

50 .
1bid,. 172.
>17Z ainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 10.



49

rekayasa, perantara untuk meminta pembatalan hukuman (syafaat), praktik-
praktik suap, akan bisa menekan angka kriminalitas atau mencegahnya serta
memerhatikan dan mempertimbangkan secara seksama keterpautan dan
perbedaan antara faktor-faktor yang mengharuskan hukuman ¢a’zir, semua itu
bisa membawa kepada terciptanya masyarakat yang baik, aman, tentra,

. 5 R . . 2
kondusif dan mampu mengatasi fenomena kriminalitas.’

2Wahbah az-Zuhailli, Figih Islam 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 260.



